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PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Berbagai masalah bidang kesehatan yang berkembang akhir-akhir ini
menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kesehatan belum dapat
menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembangunan bidang kesehatan telah
mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi dengan terjadinya
dinamika dan perubahan yang sangat cepat, permasalahan kesehatan yang
timbul menjadi relatif sulit untuk dipecahkan dengan segera.

Beberapa kasus penyakit, baik penyakit yang baru maupun penyakit
lama mengalami perubahan gejala, sehingga memerlukan metoda yang lebih
baik pada sistim pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat,
penjaminan mutu dan keterjangkauan biaya pengobatan/perawatan maupun
jarak merupakan tantangan untuk dapat diatasi. Berbagai upaya telah
dilakukan Pemerintah dan hasilnya banyak mengalami hambatan, karena
belum berhasilnya promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap kesehatan.

Sementara itu faktor lingkungan dan gizi juga tak kalah penting dalam
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Selain faktor-faktor tersebut
juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah faktor tenaga
kesehatan yaitu orang yang mengabdikan di bidang kesehatan, memiliki

pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang



untuk jenis tertentu memerlukan pelatihan khusus seperti, tenaga pemasang
alat kontrasepsi Keluarga Berencana, Juru Imunisasi dan keahlian khusus
lainnya.

Hal inilah yang membedakan tenaga bidang kesehatan dengan tenaga
lainnya, sehingga para tenaga bidang kesehatan ini harus mempunyai
pendidikan dan keahlian yang melakukan pekerjaan tertentu yang
berhubungan dengan jiwa dan fisik manusia serta lingkungannya

Tenaga kesehatan berperan sebagai perencana, penggerak dan sekaligus
pelaksana pembangunan kesehatan, sehingga tanpa tersedianya tenaga dalam
jumlah dan jenis yang sesuai, maka akan mempengaruhi pembangunan
pelayanan kesehatan. Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan sangat
dipengaruhi kebijakan sektor lain, seperti kebijakan sektor pendidikan,
kebijakan sektor ketenagakerjaan, kebijakan sektor keuangan/anggaran dan
peraturan kepegawaian. Selain itu beberapa faktor makro yang berpengaruh
terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan yaitu, desentralisasi globalisasi,
menguatnya komersialisasi pelayanan kesehatan dan teknologi informasi
bidang kesehatan.

Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadakan
dan mengatur upaya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau
masyarakatnya. Masyarakat dari semua lapisan memiliki hak dan kesempatan
yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (Balitbangkes RI, 2003).

Untuk itu sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam

penyusunan anggaran, setiap alokasi biaya yang direncanakan dikaitkan



dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan. Kinerja pusat kesehatan
masyarakat (Puskesmas) dapat diukur melalui evaluasi terhadap alokasi
APBD sejauhmana terhadap hasil penerapan program/kegiatan  yang
direncanakan. Untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan standar pelayanan
minimal (SPM) dan capaian pelayanan di bidang kesehatan, perlu dilakukan
penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Standar Pelayanan Minimal

terhadap Pelayanan Kesehatan dasar di PUSKESMAS Kota Surakarta”.

. Identifikasi masalah

Pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat merupakan fungsi
Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar
masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan. Sebelum adanya pedoman
tentang satndar pelayanan minimal, maka pelayanan kesehatan dasar belum
dapat diukur kinerjanya karena belum ada tolok ukur baku untuk
mengidentifikasi keberhasilan program/kegiatan pelayanan kesehatan.

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota
merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Ada 9 kewenangan wajib dengan 26 jenis
pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota serta 2 kewenangan
tambahan, yang penerapanya diharapkan : (1) dapat diberlakukan untuk
semua Kabupaten/Kota, (2) memungkinkan untuk dikerjakan (feasible) dan
dapat dilakukan secara terus menerus (sustainable), (3) memiliki daya ungkit
untuk penurunan MMR dan IMR, (4) diberlakukan di Kabupaten/Kota

tertentu jika tidak memenuhi (1) sampai (3).



Unsur-unsur standar pelayanan minimal meliputi : (1) prosedur
pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) biaya pelayanan, (4) produk
pelayanan, (5) sarana prasarana pelayanan, dan (6) kompetensi petugas
pemberi pelayanan. Penjabaran lebih lanjut dapat dibedakan unsur-unsur itu
menjadi : (1) Input (Provider) yang meliputi : kompetensi tenaga kesehatan,
sarana-prasarana dan pendanaan, (2) Output (Receiver) yang terdiri dari:
Produk pelayanan berupa orang, barang atau jasa, (3) Proses, yang terdiri dari:
prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan (3) biaya / tarif
pelayanan.

Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah menyusun Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang kesehatan, tolok Ukur Kewenangan Wajib Pelayanan
Kesehatan Dasar untuk Jenis Pelayanan Keluarga Berencana adalah 81 persen,
Pelayanan Imunisasi sebesar 100 persen, Pelayanan Pengobatan/perawatan

sebesar 15 persen untuk rawat jalan.

. Rumusan masalah
Dengan data dan informasi tentang pelayanan keluarga berencana,
imunisasi dan pengobatan/perawatan, maka masalah dirumuskan sebagai
berikut:
1. Seberapa besar pengaruh tenaga (SDM), sarana dan prasarana pelayanan
(SPP) dan sumber dana pelayanan (SDP) terhadap pelayanan bidang

kesehatan dasar, khususnya jenis pelayanan Keluarga Berencana,



Imunisasi dan Pelayanan Pengobatan/Perawatan di Puskesmas Kota
Surakarta?

2. Dari ketiga variabel tersebut (tenaga (SDM), sarana dan prasarana
pelayanan (SPP) dan sumber dana pelayanan (SDP)), variabel manakah
yang paling dominan berpengaruh terhadap pelayanan bidang kesehatan
terutama kesehatan dasar, khususnya jenis pelayanan Keluarga Berencana,

Imunisasi dan pengobatan/perawatan di Puskesmas Kota Surakarta?

D. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan
Karena pernyataan atau masalah yang ingin diketahui seberapa
besar parameter pengaruh standar pelayanan minimal terhadap pelayanan
kesehatan dasar, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menaksir besar pengaruh tenaga, sarana dan prasarana
pelayanan serta sumber dana pelayanan terhadap pelayanan bidang
kesehatan terutama kesehatan dasar dan khususnya jenis pelayanan
Keluarga Berencana, Imunisasi dan pelayanan pengobatan/perawatan
di Puskesmas Kota Surakarta.

2. Untuk mengetahui dari ketiga variabel yaitu tenaga (SDM), sarana dan
prasarana pelayanan (SPP) dan sumber dana pelayanan (SDP) yang
berpengaruh paling dominan terhadap Pelayanan Bidang Kesehatan

(PBK).



Manfaat

Hasil penelitian tentang penerapan Standar Pepalayanan Minimal

bidang kesehatan ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

a.

Akademik, mengembangkan ilmu  pengetahuan, sehingga
menambah khasanah yang berkenaan dengan kebijakan dan strategi
peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan
dasar kepada masyarakat,

Praktis, memberikan arahan bagi masyarakat penerima layanan
kesehatan dasar di Puskesmas Kota Surakarta agar dapat

mengoptimalkan manfaat pelayanan yang seharusnya didapatkan.





